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ABSTRAK

Era globalisasi masa kini masih banyak kalangan masyarakat yang belum
memahami betapa pentingnya persetujuan atas tindakan medis dokter dilakukan.
Padahal banyak manfaat yang dapat di berikan apabila informed consent diberlakukan
sama-sama oleh pihak dokter dan pihak pasien. Penelitian ini bertujuan untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan
tindakan medis (informed consent) antara dokter dengan pasien urologi di Rumah
Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pertanggungjawaban pihak rumah sakit apabaila terjadi wanprestasi atas
tindakaan medis yang lalai oleh dokter yang menangani tindakan medis tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa wawancara kepada pihak
rumah sakit khususnya di bagian Poli Urologi.

Hasil penelitian ini berisi tentang prosedur dalam pelaksanaan persetujuan
tindakan medis antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung di
bagian Poli Urologi yang telah memenuhi syarat sah nya perjanjian berdasarkan
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Tindakan kedokteran pada pasien bedah urologi
merupakan tindakan yang mempunyai resiko cukup tinggi sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 3 Permenkes Nomor 585 tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan
Medis, maka harus ada persetujuan tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak yang kemudian disebut sebagai informed consent. Mengenai
tanggung jawab pihak rumah sakit jika terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh
dokter, maka pihak rumah sakit ikut serta membantu dalam proses penyelesaiannya.
Apabila dokter yang melakukan wanprestasi terdapat kesadaran hukum yang tinggi,
maka dokter tersebtu melakukan pendekatan terhadap pihak keluarga dan diakhiri
dengan tanggung jawab sesuai apa yang menjadi hak pasien, seperti mengganti biaya
kerugian yang diderita pasien akibat wanprestasi yang dilakukan oleh dokter yang
bersangkutan.
Kata Kunci : Persetujuan, Tindakan Kedokteran (Medis), Bedah Urologi
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ABSTRACT

In today's era of globalization, there are still many people who do not
understand how important it is to approve a doctor's medical action. Even though
there are many benefits that can be provided if informed consent is applied equally by
the doctor and the patient. This study aims to answer problems related to the
procedure for implementing medical actions (informed consent) between doctors and
urological patients at Sultan Agung Islamic Hospital, Semarang. This study also aims
to find out how the responsibility of the hospital is in the event of a default for
negligent medical actions by the doctor who handles the medical action.

The data collection method used by the author in this study is a literature
study and field studies in the form of interviews with the hospital, especially in the
Urology Poly section.

The results of this study contain procedures for the implementation of
medical treatment agreements between doctors and patients at the Sultan Agung
Islamic Hospital in the Urology Poly section who have fulfilled the legal
requirements of the agreement based on the provisions of Article 1320 of the Civil
Code. Medical action on urological surgery patients is an action that has a high
enough risk so that based on the provisions of Article 3 of the Minister of Health
Number 585 of 1989 concerning Approval of Medical Actions, there must be a
written agreement that is agreed upon and signed by both parties which is then
referred to as informed consent. Regarding the responsibility of the hospital, if there
is a default by the doctor, the hospital will participate in assisting in the resolution
process. If the doctor who defaults has a high level of legal awareness, the doctor
approaches the family and ends with responsibilities according to the patient's rights,
such as replacing the costs of losses suffered by the patient as a result of the default
by the doctor concerned.
Keywords : Approval, Medical Action (Medical), Urological Surgery
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang untuk memperoleh derajat sehat yang ideal dimana hal ini

merupakan salah satu komponen bantuan pemerintah sebagaimana tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 pasal IV yang pada dasarnya adalah memajukan

kesejahteraan umum yang berarti termasuk administrasi kesejahteraan bagi setiap

individu Indonesia. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa “Setiap orang mempunyai hak

yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang ideal”. Dalam sistem ini

ditegaskan bahwa kesehatan sebagai kebebasan bersama harus diakui dengan

memberikan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh wilayah setempat melalui

pelaksanaan nilai dan peningkatan kesehatan yang terjangkau masyarakat.

Kemajuan pesat ilmu kedokteran, dikombinasikan dengan ekspansi

industrialisme telah mengubah pandangan dunia tentang keberadaan institusi

pelayanan kesehatan, dari organisasi sosial ke lembaga keuangan dalam arti

lembaga, yang berfokus pada praktik norma sosial dalam melakukan praktiknya

namun juga sekaligus fokus pada standar pelayanan rumah sakit yang lebih

terjamin.

Rumah sakit sebagai tempat pemberian pelayanan kesehatan dalam

memberikan pelayanan kesehatan dilengkapi oleh petugas kesehatan yang
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bekerja. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, terutama individu yang

memiliki hubungan langsung dengan pasien, adalah dokter umum, dokter

spesialis, perawat, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Selama menyelesaikan

kegiatan kesehatan, yang merupakan kegiatan indikatif/restoratif (memutuskan

jenis infeksi/pemulihan) yang dilakukan pada pasien, dokter spesialis akan

melakukan upaya yang jujur untuk melakukan kewajiban dan komitmen mereka

untuk memberikan bantuan kepada pasien. Dokter spesialis yang akan

melakukan pemeriksaan kesehatan atau pembedahan sebaiknya terlebih dahulu

memberikan informasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, apa

keuntungannya, apa bahayanya, kemungkinan lain (dengan asumsi ada), dan apa

yang mungkin terjadi jika tindakan klinis atau pembedahan tersebut tidak

dilakukan. Keterangan ini harus diberikan secara jelas dalam bahasa yang

sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien dan memperhitungkan tingkat

pendidikan dan intelektualnya1. Dalam hal ini, Praktik Dokter dalam

memberikan informed consent kepada pasien memiliki dasar dan hubungan

hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran.

RSI iSultan iAgung iSemarang itelah imemberikan ipelayanan iprima

kepada ipasien iserta imenerapkan itindakan imedis iyang idilakukan idokter

dengan ipersetujuan isah idari ipasien. iRumah iSakit iIslam iSultan iAgung pada

awal iberdirinya imerupakan iHealth iCentre iyang ipada iperkembangan

selanjutnya iditingkatkan imenjadi iRumah iSakit iyaitu iRumah iSakit Sultan

1 J. Gunadi, SH, Persetujuan Tindak Medik (Informed consent). FK UI, Jakarta, 1995 Hal 25
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Agung iatau iMedical iCentre iSultan iAgung. iKegiatan ipelayanan ini imulai

dilaksanakan ipada itanggal i17 iAgustus i1971. iAdapun ipelayananya imeliputi

poliklinik iumum, ipoliklinik iKIA idan iKB. iDengan itelah idibangunnya

gedung ibaru i4 ilantai isaat iini, iRSISA itelah iberusaha idan iberupaya iuntuk

terus iberkembang imemberikan ipelayanan ikesehatan iyang iprima. iDidukung

dengan iperalatan-peralatan imedis iyang icanggih imenjadikan iRSI iSultan

Agung imenjadi isalah isatu irumah isakit irujukan idengan ifasilitas iunggulan i:

ASKES iPegawai iNegeri, iASKES iSukarela, iJamsostek iJPK idan iTrauma

Center i, iLithoclas i(Pemecah iBatu iSaluran iKemih), idan iCT iScan iHellical

3 iDimensi. iSalah isatu ipoliklinik iyang imenjadi iandalan idi irumah isakit iini

adalah ipoliklinik spesialis bedah. iPoliklinik ispesialis bedah iini imemberikan

pelayanan ipenanganan imasalah ikesehatan iorgan idalam cara tindakan bedah,

seperti batu ginjal, jantung, lever, idll. iDitangani ioleh idokter iahli bedah yang

profesional idan iberpengalaman idibidangnya iserta iditunjang idengan ifasilitas

yang imemadai isesuai idengan ikebutuhan ipasien, dan ikeluhan ipasien

mengenai ipenyakit idalam idapat iditangani idengan ibaik.

Dunia kedokteran sekarang ini, tidak terkecuali untuk spesialis bedah

urologi, infromasi merupakan hak umum pasien karena tergantung pada data itu

pasien dapat menentukan pilihan tentang aktivitas klinis yang diambil

terhadapnya. Lagi pula, memberikan data yang benar kepada pasien adalah

komitmen utama seorang dokter spesialis yang melakukan panggilannya.

Terlepas dari masalah yang sah, data ini juga diidentifikasi dengan standar moral,

dan budaya. Sebelumnya, hubungan antara dokter spesialis dan pasiennya lebih
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paternalistik, di mana pasien banyak mematuhi PCP-nya tanpa bertanya lebih

lanjut. Sampai sekarang, hubungan semacam ini tidak memiliki tempat lagi

karena pasien menjadi lebih sadar akan hak istimewa mereka untuk memutuskan

keputusan klinis pasien sendiri. Banyak data klinis yang berguna yang dulunya

merupakan "monopoli" kesehatan, saat ini dikenal dan dirasakan oleh

masyarakat lebih luas. Jadi, pasien memiliki pilihan untuk mengetahui apa yang

perlu dilakukan dokter spesialis terhadapnya. Karena ia menyadari bahwa semua

hasil yang muncul dari kegiatan klinis oleh dokter spesialis pada dasarnya

ditanggung sepenuhnya oleh pasien itu sendiri.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar

informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis apa yang akan dilakukan

terhadap pasien disebut dengan informed consent. Informed consent itu sendiri

sangat erat kaitannya dengan tindakan medis yang artinya adalah suatu transaksi

untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien

yang dilakukan oleh dokter2. Jadi hubungan antara informed consent dengan

kegiatan klinis yang akan dilakukan oleh dokter spesialis dapat dikatakan bahwa

persetujuan yang menjunjung tinggi keberadaan kegiatan klinis tersebut. Karena

persetujuan yang disengaja yang diberikan oleh pasien dengan menandai

persetujuan diberikan secara sukarela adalah salah satu prasyarat abstrak untuk

peristiwa/legitimasi suatu perjanjian, untuk lebih spesifik "menyetujui untuk

2 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan (Pertanggung jawaban Dokter), Rineka Cipta,
Jakarta, 2005, hal 45
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mengikat ". Untuk situasi ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk

melakukan kegiatan klinis antara dokter dan pasien.

Perjanjian ini dibingkai berdasarkan hubungan yang sah antara dokter

spesialis khususnya spesialis bedah dan pasien, di mana pasien menawarkan

kepercayaan kepada dokter spesialis secara langsung, yang tergantung pada hak

dan komitmen yang muncul dari masing-masing pihak yang dikendalikan oleh

hukum. Hak adalah kedudukan yang diberikan oleh hukum kepada subjek yang

sah, sedangkan Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada

subjek yang sah. Hubungan yang sah adalah hubungan antara subyek yang sah

dengan peraturan undang-undang. Keistimewaan pasien untuk situasi ini adalah :

hak atas informasi data klinis, opsi untuk memberikan persetujuan, hak atas

rahasia dokter spesialis, opsi untuk memilih dokter spesialis dan opsi untuk

memilih rumah sakit, dll. Sedangkan komitmen seorang dokter spesialis untuk

ini Situasinya adalah : setiap dokter spesialis wajib memberikan pertolongan

krisis sebagai kewajiban, dokter spesialis berkewajiban merawat pasiennya

dengan ilmu klinik yang dimilikinya, setiap dokter spesialis wajib ikhlas dan

memanfaatkan segala wawasan dan kemampuannya untuk membantu pasien,

dan setiap dokter spesialis harus menyimpan semua yang dia ketahui tentang

pasien, bahkan setelah pasien meninggal.

Tujuan idari iinformed consent iini isendiri iadalah i: i1. iBagi ipasien

adalah iuntuk menentukan isikap iatas itindakan imedis iyang imengandung

resiko iatau iakibat yang ibakal itidak imenyenangkan ipasien i2. iBagi idokter

adalah isebagai isarana untuk imemperoleh ilegitimasi i(pengesahan) iatas
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tindakan imedis iyang iakan dilakukan. iYang iberakibat iterciptanya isuatu

hubungan ihukum iantara idokter dengan ipasien. iSecara iumum ibentuk

persetujuan iyang idiberikan ipengguna ijasa itindakan imedis i(pasien) ikepada

pihak ipelaksana ijasa itindakan imedis i(dokter) iuntuk imelakukan itindakan

medis idapat imenjadi itiga ibentuk, iyaitu i: i1. iPersetujuan itertulis, ibiasanya

diperlukan iuntuk itindakan imedis iyang imengandung iresiko ibesar,

sebagaimana iditegaskan idalam iPerMenKes iNo. i585/Men.Kes/Per/IX/1989

pasal i3 iayat i(1) idan iSK iPB-IDI iNo. i319/PB/A.4/88 ibutir i3, iyaitu iintinya

setiap itindakan imedis iyang imengandung iresiko icukup ibesar, imengharuskan

adanya ipersetujuan itertulis, isetelah isebelumnya ipihak ipasien imemperoleh

informasi iyang ikuat itentang iperlunya itindakan imedis iserta iresiko iyang

berkaitan idengannya i(telah iterjadi iinformed iconsent). 2. iPersetujuan ilisan,

biasanya idiperlukan iuntuk itindakan imedis iyang ibersifat inon-invasif idan

tidak imengandung iresiko itinggi, iyang idiberikan ioleh ipihak ipasien 3.

Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien

yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan

lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap

dirinya3.

Peraturan iMenteri iKesehatan i(PerMenKes) ino. i585 itahun i1989

tentang Persetujuan iTindakan iMedik idinyatakan ibahwa iInformed iConsent

adalah persetujuan iyang idiberikan ioleh ipasien iatau ikeluarganya iatas idasar

3 http://irwandykapalawi.wordpress.com/2007/11/01/mengenal-informed-consent diakses Minggu, 22
Agustus 2021

http://irwandykapalawi.wordpress.com/2007/11/01/mengenal-informed-consent
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penjelasan mengenai itindakan imedik iyang iakan idilakukan iterhadap ipasien

tersebut i(pasal 1 iayat ia). iAdapun iyang imenjadi idasar ihukum iterjadinya

informed iconsent iyaitu i: i• iPeraturan iMenteri iKesehatan iNo. i585 itahun

1989 iPasal i4 iayat (1), iinformasi idiberikan ikepada ipasien ibaik idiminta

ataupun itidak idiminta. i• iPeraturan iMenteri iKesehatan iNo. i585 itahun i1989

Pasal i2 iayat (2), isemua itindakan imedik iyang iakan idilakukan iterhadap

pasien iharus imendapat ipersetujuan • Peraturan Menteri Kesehatan No. 585

tahun 1989 Pasal 13, apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan

dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif

berupa pencabutan izin prakteknya4.

Situasi seperti ini, dokter spesialis sebagai pelayanan kesehatan

berkewajiban untuk melakukan tugas dan komitmennya untuk membantu pasien

dengan segala kemampuan, tanggung jawab dan kode etik yang ada. Sementara

itu, pasien sebagai penerima layanan kesehatan harus menyetujui semua yang

diusulkan oleh dokter spesialis untuk pelaksanaan penyembuhan mereka.

Informed consent yang diambil seharusnya tidak menjadi penghalang untuk

melakukan tindakan klinis terhadap pasien dalam kondisi memaksa atau krisis,

untuk situasi dokter spesialis dapat melakukan tindakan terbaik menurutnya.

Dalam keadaan ini pasien dapat memberikan persetujuan yang disebut dengan

implied consent, yaitu persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien tanpa

diungkapkan namun tujuan dapat ditarik dari sikap dan tindakan pasien yang

bersangkutan menyiratkan suatu persetujuan. Apabila terjadi isuatu

4 Http://groups.yahoo.com/group/Bayi-Kita/message/17256 diakses Minggu, 22 Agustus 2021

http://groups.yahoo.com/group/Bayi-Kita/message/17256
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permasalahan iyang iterkait imengenai ikerugian iyang iakan ditimbulkan

terhadap ipasien iketika idokter ispesialis ipenyakit idalam iini itidak memenuhi

standar ipendidikan iyang iditetapkan imaka, ipelayanan ikesehatan iakan

terpapar ipada irisiko itanggung gugat iperdata iyang ilebih ibesar ibila itidak

mencermati ipengaturan iinternal iterkait idokter ispesialis ipenyakit idalam.

Resiko tanggung irenteng igugatan iperdataakan iamat imembebani idokter

spesialis penyakit idalam idan irumah isakit iapabila idikeluarkan ipenugasan

klinis iyang keliru ioleh ipimpinan irumah isakit. iRumah isakit iperlu

mencermati ibahwa materi dan isubstansi itidak imungkin idisamakan iantara

satu irumah isakit idengan irumah isakit ilainnya. iSetiap irumah isakit isudah

seyogyanya imeminta ikomite imedisnya iuntuk imenyusun iperaturan iterkait

pelaksanaan ikeprofesian idokter ispesialis ipenyakit idalam idirumah isakit

masing-masing. iAdanya iperangkat-perangkat iini iakan imembantu pelaksanaan

pelayanan ikesehatan idi irumah isakit idan imenghindarkan itenaga ikesehatan

serta irumah isakit idari imasalah ietik, idisiplin,dan ihukum ike idepan5.

Selanjutnya, ihal iini idokter itidak ihanya ibertanggungjawab iterkait ikesalahan

yang idilakukannya isendiri itapi ijuga imenyangkut ikesalahan ipara imedik

yang imembantu ikegiatan ipelayanan ikesehatan iyang idilaksanakannya iseperti

perawat, ibidan, idokter iyang ibaru ilulus ipendidikan ikedokteran, idan

sebagainya. iHal iini isebagai iakibat idari ipertanggungjawaban iprofesi iseorang

dokter iyang ibertanggungjawab iterhadap iapa iyang idilaksanakan ioleh iorang-

5 iGan iL, iAzwar iA, iWonodirekso iS, iPrimier ion iFamily iMedicine iPractice. iGrafitkamajaya i,
iJakarta, i2004, ihlm. i23
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orang iyang idibawah ikuasanya idimana imereka iharus imelaksanakan kegiatan

pelayanannya isesuai idengan iapa iyang idi iperintahkan ioleh idokter. iHal iini

berdasarkan iPasal i1367 iKUH iPerdata6. iDalam Pasal i1367 iayat i(1) iKUH

Perdata idisebutkan ibahwa iSeseorang itidak ihanya ibertanggung ijawab iuntuk

kerugian iyang idisebabkan ikarena iperbuatannya isendiri itetapi ijuga

disebabkan ikarena iperbuatan iorang-orang iyang imenjadi itanggungannya, atau

disebabkan ioleh ibarang-barang iyang iberada idibawah ipengawasannya

Berdasarkan Pasal i1367 iayat i(1) iKUHPerdata iini, imaka ipertanggung

jawaban idibagi iatas iTanggung ijawab iterhadap iperbuatan iorang ilain.

Berdasarkan ipada ikenyataan idi iatas, iinilah iyang imendorong ipenulis

tertarik untuk imelakukan ipenelitian idengan ijudul i“Pelaksanaan Persetujuan

Tindakan Medis (Informed consent) Antara Dokter Dengan Pasien Rumah

Sakit Islam Sultan Agung Di Bagian Spesialis Bedah Urologi ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang idiatas, imaka idapat idirumuskan

permasalahan sebagai iberikut i:

1. Bagaimana prosesipelaksanaan ipersetujuan itindakan imedis i(informed

consent) antara dokter spesialis bedah urologi denganipasien di Rumah Sakit

Islam Sultan Agung Semarang?

2. Bagaimana tanggung jawab pihak rumah sakit apabila terjadi wanprestasi

dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) antara

6 iMalpraktik, itanggung ijawab iDokter i. idetik. iCom/health/read/2010/05/24, idiakses ipada itangal
i22 iAgustus i i2021
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dokter spesialis bedah urologi dengan pasien urologi Rumah Sakit Islam

Sultan Agung Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun iyang imenjadi itujuan ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i:i

1. Mengetahui proses pelaksanaan ipersetujuan itindakan imedis i(informed

consent) antara idokter ispesialis bedah urologi dengan pasien idi iRumah

Sakit iIslam Sultan Agung iSemarang.

2. Mengetahui pertanggungjawaban pihak rumahsakit apabila terjadi wanprestasi

dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) antara

dokter spesialis bedah urologi dengan pasien urologi Rumah Sakit Islam

Sultan Agung Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian iini idiharapkan imampu imemberikan imanfaat ibaik isecara

teoritis maupun isecara ipraktis, iyaitu i: I

1. Secara Teoritis

Penelitian iini idiharapkan imemberikan isumbangan ipemikiran ibagi

ilmu pengetahuan idalam ibidang iHukum iPerjanjian idan iHukum iKesehatan

berkenaan dengan ikedudukan ihukum idari iInformed iConsent idalam hukum

perjanjian, sehingga idapat idijadikan ireferensi ibagi ikepentingan iakademis

sebagai itambahan bahan ikepustakaan ibagi iyang imemerlukannya ipada

khususnya, idan ibagi pengembangan iilmu ihukum ipada iumumnya.



11

2. Secara Praktis

a. Penelitian iini idiharapkan idapat imemberi imanfaat ibagi ipenulis I

maupun ipara praktisi ihukum idalam imemahami imasalah ihukum

terutama idalam ibidang kesehatan.

b. Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan isumbangan ipemikiran

kepada Tenaga iKesehatan idalam imenjalankan itugasnya iagar isesuai

dengan iperaturan perundang-undangan iyang iberlaku.

c. Untukimelengkapi bahan-bahanikepustakaanidi bidangihukum kesehatan

yang berorientasiikepada ipenelaahaniterhadapirealita dalamimasyarakat

berkaitanidengan informediconsentiterutama idalam perspektif pencegahan

malapraktik idalam ipraktik ikedokteran.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis Sosiologis

Pengertian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

dalam sistem kehidupan yang nyata7. Dalam pendekatan yuridis sosiologis,

hukum sebagai law in action, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang

empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan

nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis,

tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan,

perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, Pers, hlm. 38
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Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun

langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian hukum

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan

dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas

suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara

berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari

studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner). Implementasi

yuridis sosiologis bermuara pada mekanisme suatu sistem. Implementasi

yuridis sosiologis adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu

aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan8.

2. Informed Consent

Informed iconsent iberarti isuatu iizin i(consent), iatau ipernyataan

isetuju idari pasien yang idiberikan idengan ibebas idan irasional, isesudah

imendapatkan iinformasi idari dokter iyang isudah idimengertinya. iDi inegeri

iBelanda iinformed iconsent idikenal istilah i“geinfomeerde itoetemiming”

iyang iberarti iizin iatau ipersetujuan idiberikan sesudah imemperoleh

iinformasi. iSedangkan idi iIndonesia iinformed iconsent diterjemahkan

idengan i“Persetujuan iTindakan iMedik”. Hal iini isebagaimana diatur dalam

8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta , 2002, hlm. 15.
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Peraturan iMenteri iKesehatan iRepublik iIndonesia iNomor.

585/Men.Kes/Per/IX/1989 itentang iPersetujuan iTindakan iMedik9. i i

Informed consent harus dimungkinkan secara eksplisit atau implisit.

Tegas berbicara, disampaikan dalam kata-kata langsung, baik secara lisan

maupun data sebagai hard copy. Informed consent yang disusun adalah

struktur yang paling tak terbantahkan. Akan tetapi, bila dilakukan secara lisan

juga sah, kecuali jika ada syarat-syarat tertentu yang sah yang memerlukan

persetujuan tertulis untuk cara-cara tertentu. Jadi Informed consent dapat

dikomunikasikan secara verbal, bahkan dapat diungkapkan dengan menyerah

pada prosedur yang telah dispesifikan. Pengesahan yang akan diberikan oleh

pasien hanya berlaku, sehingga dokter spesialis dapat melakukan tindakan

klinis lebih lanjut sehubungan dengan menyelesaikan kewajiban ahlinya. Jenis

cara pasien mengomunikasikan persetujuan dapat direkam sebagai salinan

cetak atau lisan. Persetujuan tertulis sangat penting untuk operasi yang

mengandung bahaya tinggi, sedangkan persetujuan lisan diperlukan untuk

operasi yang tidak mengandung bahaya tinggi. Dengan telah diberikan

informasi dan penjelasan dokter kepada pasiennya, dan pasien mengerti apa

yang telah diinformasikan dan dijelaskan selanjutnya pasien menyatakan

setuju berarti telah terjadi informed consent10. Dengan demikian dokter bisa

melakukan tindakan medis untuk kepentingan pasien tersebut.

9 J. Gunadi, SH, Persetujuan Tindak Medik (Informed consent). FK UI, Jakarta, 199, Hal 30
10 Veronica Komalawati, Peranan Informed consent dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan
Yuridis, Citra Aditya Bakti, Cet.2, Bandung, 2002, hal 45
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3. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien

Hubungan ihukum iantara ipasien idan idokter ibersumber ipada

kepercayaan ipasien terhadap idokter, sehingga ipasien ibersedia imemberikan

persetujuan itindakan medik iyaitu isuatu ipersetujuan ipasien iuntuk

menerima iupaya imedis iyang iakan dilakukan iterhadapnya. iPersetujuan

tindakan imedik i(Informed iConsent) ipada hakikatnya iadalah iuntuk

melindungi ipasien idari isegala ikemungkinan itindak medik iyang itidak

disetujui iatau itidak idiizinkan ioleh ipasien itersebut, isekaligus melindungi

dokter i(secara ihukum) iterhadap ikemungkinan iakibat iyang itidak terduga

dan ibersifat inegatif11. iHubungan iantara idokter idan ipasien idalam iilmu

kedokteran iumumnya iberlangsung isebagai ihubungan ibiomedis iaktif-pasif.

Dalam hubungan itersebut irupanya ihanya iterlihat isuperiotas idokter

terhadap ipasien dalam ibidang iilmu ibiomedis, ihanya iada ikegiatan ipihak

dokter isedangkan pasien itetap ipasif.

Hubungan ihukum iantara idokter idengan ipasien, idisebabkan ikarena

adanya hubungan iantara isubjek ihukum iataupun iantara isubjek ihukum

dengan objek ihukum, iyang idiatur ioleh ihukum. iSetiap ihubungan ihukum

akan menimbulkan akibat ihukum iyaitu ihak idan ikewajiban. iHak iadalah

kewenangan iyang idiberikan ihukum ikepada isubjek ihukum, isedangkan

11 iDanny iWiradharma, iHukum iKedokteran, iBina iRupa iAksara, iJakarta, i1996, ihlm. i42
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kewajiban iadalah ibeban iyang idiberikan ioleh ihukum ikepada isubjek

hukum12.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode iPendekatan iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah

yuridis isosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah

penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang

kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat,

meneliti prosesipelaksanaan ipersetujuan itindakan imedik i(informed consent)

antara idokter ispesialis ipenyakit dalam dan penelitian yang ingin mencari

hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat

pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan

wawancara (kuisoner)13. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan

yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di

dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi

dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau

penulisan hukum. karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma

dan peraturan-peraturan.

12 iHendrik, iEtika idan iHukum iKesehatan, iJakarta: iPenerbit iBuku iKedokteran iEGC, i2015, ihlm.
i57
13 Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta , 2008, hlm 34
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2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis

yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang

selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data

primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan prosesipelaksanaan

persetujuan itindakan imedis i(informed consent) antara idokter ispesialis

bedah dengan pasien. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Kepustakaan

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996

Tentang Tenaga Kesehatan

g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
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2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

meliputi buku-buku, makalah-makalah, pendapat para ahli dan tulisan

ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yaitu Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data lapangan

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

yaitu wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

laporan, buku-buku dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data ipenelitian iyang iada idikumpulkan ioleh ipenulis isebagai iberikut i:

a. Studi ikepustakaan, i

Studi ikepustakaan iyaitu idengan imelakukan ipenelitian iterhadap

bahan-bahan iyang iberupa idata isekunder imelalui ipengkajian iterhadap

peraturaniperundang-undangan, iliteratur-literatur, itulisan-tulisan ipara
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pakar ihukum, itulisan iilmiah, isurat ikabar, idan ijurnal-jurnal iyang

berkaitan idengan ipenelitian iini.

b. Wawancara

Wawancara idilakukan idengan iberpedoman ipada ipertanyaan-

pertanyaan iyang itelah idipersiapkan iterlebih idahulu. iSelain iitu

dimungkinkan iadanya ivariasi-variasi ipertanyaan iyang idisesuaikan

dengan isituasi iketika iwawancara. iWawancara itersebut imerupakan

data iprimer. iWawancara iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini

dilakukan idengan itenaga ikesehatan iyang imelakukan ipelayanan imedis

di irumah isakit.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi ipenelitian iyang idilakukan ibertempat idi iRS iIslam iSultan

iAgung Semarang iJl. iKaligawe iRaya iNo.KM. i4, iTerboyo iKulon, iKec.

iGenuk, iKota Semarang, iJawa iTengah i50112, Gedung D Bagian Spesialis

Bedah Urologi Kamar Nomor 2.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk

mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan

terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas,

maka penulis akan mengelola dan menganalisi data tersebut dengan
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menggunakan analisis model Miles dan Huberman14. Yaitu data yang

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan

lapangan yang terdiri dari dua aspek deskripsi dan refleks. Analisis ini terdiri

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu

bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan

membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga

kesimpulan dapat di tarik dan diverifikasi. Penyajian data bertujuan untuk

menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk

sehingga akan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk

mencari atau memahami makna, keteraturan pola penjelasan, alur sebab akibat

atau proposisi. Semua idata yang itelah idiperoleh idikumpulkan idan

dianalisis isecara inormatif ikualitatif. Dikatakan inormatif ikarena ipenelitian

ini ibertitik itolak idari iperaturan perundang-undangan iyang iberlaku isebagai

norma ihukum ipositif. iSedangkan idikategorikan kualitatif, ikarena idata

yang idiperoleh iselanjutnya iakan idianalisis iberdasarkan hukum idan itidak

menggunakan irumus-rumus imaupun iangka-angka imatematis.

G. Sistematika Penulisan

Penulis idalam imemaparkan ipenelitian iini imembagi idalam i4 i(empat)

bab pokok ibahasan idengan imaksud iagar imemperoleh ipembahasan

14 Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,
Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014 hlm 24
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pemasalahan secara imenyeluruh idan iterperinci. iBerikut iini iakan idiuraikan

isi idari imasing-masing ibab itersebut, iyaitu i:

BAB iI PENDAHULUAN

Di idalam ipenulisan ibab iini idipaparkan imengenai

gambaran iumum dari penulisan ihukum iyang iterdiri idari

latar ibelakang imasalah, Rumusan imasalah, tujuan ipenelitian,

manfaat ipenelitian, Terminologi, iMetode ipenelitian,

Sistematika penulisan, iJadwal penelitian idan iDaftar iPustaka.

BAB iII TINJAUAN iPUSTAKA i

Pada ibab iini iakan imenguraikan iberbagai ihal itentang

informed iconsent, ihubungan ihukum idokter idan ipasien,

perjanjian iantara idokter idan ipasien idalam itindakan imedis,

I kedudukan ihukum ipasien idalam iinformed iconsent, ihak dan

kewajiban iantara idokter idan ipasien, iserta itanggung ijawab

dokter iterdahadap ipasien idalam itindakan imedis. i I

BAB iIII HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN i

Bab iini iakan imembahas ihasil ipenelitian isesuai idengan

rumusan imasalah iyaitu iuntuk imengetahui itinjauan yuridis

normatif ihubungan ihukum ikeperdataan iinformed consent

antara dokter idengan ipasien, iuntuk imengetahui pelaksanaan

persetujuan tindakanimedisi(informed iconsent)iantara dokter

spesialis bedah idan ipasien idi iRumah iSakit iIslam Sultan

Agung iSemarang idan iuntuk imengetahui iperan informed



21

consent iberkaitan idengan ituntutan itanggung Ijawab iatas

tindakan imedis iyang idilakukan ipoliklinik spesialis penyakit

dalam idi iRumah iSakit iIslam iSultan Agung iSemarang.

BAB iIV PENUTUP

Pada ibab iini imemuat itentang ikesimpulan idan isaran.



22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Persetujuan

1. Pelaksanaan

Pelaksanaanndapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha atau kegiatan

tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana, impian, atau program

dalam kenyataan yang berupa wujud atau bentuk. Pelaksanaan ini dapat

dilakukan oleh seseorang maupun lembaga.

Pelaksanaan juga dapat disebut sebagai Implementasi. Implementasi

itu sendiri mempunyai arti sederhana yaitu penerapan. Dalam arti luas,

Implementasi dapat diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan oleh pihak

berwenang baik itu pemerintah ataupun lembaga swasta lainnya yang

mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan.

Implementasi ini merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah

digariskan oleh beberapa pihak.

Pelaksanaan dalam dunia kedokteran khususnya di bidang spesialis

bedah urologi dapat berupa cara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah

informasi medis atau informed consent antara dokter dengan pasien.

Pelaksanaan penyampaian ini dapat dilakukan ketika pasien sedang atau akan

melakukan sebuah pemeriksaan penting yang berkaitan dengan proses

bagaimana nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti ront

gen organ dalam, uji lab, maupun yang paling penting dan riskan resikonya
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adalah operasi. Pelaksanaan penyampaian informasi medis ini harus benar-

benar dilakukan oleh dokter spesialis bedah ataupun perwakilan dari perawat

kepada pasien guna pemahaman tentang baik buruknya akibat tindakan

pemeriksaan yang akan dilakukan lebih lanjut oleh dokter. Walaupun sudah

berada di era modern seperti sekarang ini, masih terhitung banyak masyarakat

atau dalam kasus ini yang kita sebut sebagai pasien masih menganggap remeh

hal yang dilakukan seorang dokter sebagai bentuk pelaksanaan penyampaian

informasi medis. Pasien menganggap dan percaya bahwa dokter adalah

penyelamat dan penyembuh penyakit mereka sehingga perihal mengenai

apapun yang menyangkut proses penyembuhan pasien yang disampaikan oleh

dokter, pasien tentu akan menyetujuinya. Dalam hal ini, banyak yang tidak

sadar bahwa pelaksanaan penyampaian ini sudah diatur dan memiliki

kekuasaan hukum yang kuat di dalam hukum Indonesia atau dengan kata lain

sudah diatur di dalam Undang-Undang khususnya Undang - Undang Nomor

29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran sudah

diatur dalam pelaksanaannya sendiri Dokter yang dapat melakukan praktik

kedokteran sebagai pelaksana informed consent adalah dokter yang sudah

memiliki sertifikat kompetensi yang mana disebut sebagai surat tanda

pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk

menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji

kompetensi.
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2. Persetujuan

Persetujuan dalam pembahasan ini menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) arti kata persetujuan adalah pernyataan tentang pembenaran,

pengesahan, perkenaan atau dan lain sebagainya. Definisi persetujuan juga

dapat kita lihat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa persetujuan adalah

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu

orang lain atau lebih 15.

Persetujuan melibatkan kesepakatan atau keterikatan yang akan

dijalankan dan atau rencana yang memerlukan izin dari pihak-pihak yang

bersangkutan. Persetujuan ini adalah hal yang sangat diperlukan untuk

kepentingan yang sekiranya membutuhkan kesepakatan antara satu orang, dua

orang, ataupun lebih. Persetujuan tidak hanya mengikat antara orang yang satu

dengan orang yang lainnya, namun persetujuan juga dapat mengikat antara

orang dengan lembaga, maupun lembaga dengan lembaga.

Penyampaian persetujuan informasi medis yang dilakukan dokter

dengan pasien diikat dan diatur didalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran. Begitu pula dengan dokter spesialis bedah

urologi, diatas sudah disebutkan penulis bahwa hanya dokter yang memiliki

sertifikat kompetensi saja yang dapat melakukan tindakan persetujuan

15 Undang-Undang tentang Perjanjian, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
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informed consent tersebut, artinya dokter bedah lah yang harus menangani

tindak persetujuan lebih lanjut dengan pasiennya.

Pelaksanaan persetujuan tindakan medis ini, pasien berhak memberikan

pernyataan tentang setuju tidaknya diri mereka terhadap pelaksanaan

persetujuan yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam untuk

menindaklanjuti pengobatan atas kasus/penyakit yang diderita pasien. Hak

penuh ini dipegang oleh pasien dan dilindungi oleh hukum. Sementara

persetujuan itu sendiri dapat dituangkan berupa pernyataan secara lisan dan

pernyataan secara tertulis. Jadi simulasi dari pelaksanaan persetujuan tindakan

medis ini pasien sepenuhnya memberikan kekuasaan bersedianya diri pasien

atas tindakan medis dengan cara memberikan pernyataan langsung kepada

dokter spesialis bedah atau menulis tentang persetujuannya atas tindakan

tersebut. Namun ada juga penyampaian persetujuan ini dilakukan dengan

berbagai cara berikut ini :

1. Informed consent yang dinyatakan secara tegas.

a. Informed consent yang dinyatakan secara lisan yaitu apabila tindakan

medis itu tidak berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan

pemeriksaan terapi medis, sedangkan untuk tindakan medis yang

mengandung risiko misalnya pembedahan, informed consent dilakukan

secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien.
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b. Informed consent yang dinyatakan secara tertulis yaitu bentuk yang paling

tidak diragukan. Namun, jika dilakukan dengan cara lisan juga sah,

kecuali jika ada syarat hukum tertentu yang menuntut informed consent

tertulis untuk prosedur tertentu.

2. Informed consent yang dinyatakan secara diam-diam atau tersirat.

Informed consent juga dianggap ada, hal ini dapat tersirat ada gerakan

pasien yang diyakini oleh dokter. Dengan anggukan kepala, maka dokter

dapat menangkap isyarat tersebut sebagai tanda setuju. Dapat dikatakan

bahwa pasien membiarkan dokter untuk memeriksa bagian tubuhnya,

dengan pasien membiarkan/menerima dan tidak menolak maka dokter

menganggap hal ini sebagai suatu persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan

guna mendapatkan terapi dari penyakitnya. Demikian pula, dalam hal

persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien jika pasien telah

menyetujui ataupun tidak bertanya lebih lanjut tentang informasi dari dokter,

dianggap telah mengetahui penjelasan dokter16.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan dasar dari hubungan yang diadakan oleh dua

orang atau lebih. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

16 https://media.neliti.com/media/publications/164465-ID-none.pdf diakses Kamis, 07 Oktober 2021

https://media.neliti.com/media/publications/164465-ID-none.pdf
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namun banyak para ahli yang menyebutkan bahwa definisi didalam Pasal 1313

ini dirasakan kurang lengkap sehingga banyak para ahli yang menafsirkannya

sperti beberapa contoh berikut :

a.Menurut Herlien Budiono perjanjian adalah “Perbuatan hukum yang

menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu

hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian

menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu

perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang

melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak”17.

b.Menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, SH “Perjanjian adalah Hubungan

hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk

melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntu kewajiban itu”.

c. DhaniiWiradharma, mengartikannbahwa Persetujuan adalah sama dengan

perjanjian18.

2. Subjek dan Objek Perjanjian

Subyekkdalam perjanjian adalah pihak-pihakkyanggterlibat dalam

sebuah perjanjian. Dalam hal ini terdapat dua macam subjek, yakni seseorang

manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau

mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Subjek yang berupa

seorang manusia haruslah memenuhi syarat sah untuk melakukan tindakan

17 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-72
18 J. Guwandi, Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent), Fakultas
Kedokteran UI, Jakarta, 1994, hlm. 49



28

hukum yaitu sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. Dalam hal

ini, subjek yang dibahasa adalah pasien dengan dokter spesialis bedah. Kedua

subjek tersebut harus sudah memiliki syarat sah untuk menjadi subjek hukum.

Seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan

kewajiban dimulai sejak manusia itu lahir sampai meninggal. Namun ada

tambahan juga apabila anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan,

dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak

menghendakinya mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah dia tidak pernah

ada. Jadi, seorang anak yang masih di dalam kandungan seorang wanita atau

ibunya juga sudah dianggap sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan

kewajiban apabila kepentingan si anak menghendakinya.a

Pemahaman objek dalam hal ini adalah berupa prestasi yang berwujud

memberi sesuatu, berbuat sesuatu,ddan tidak berbuat sesuatu. Dalam hal

perjanjian ini memberi sesuatu adalah kewajiban seseorang untuk memberi

atau menyerahkan sesuatu persetujuan, baik secara yuridis maupun penyerahan

secara nyata. Perjanjianuuntuk berbuatssesuatu yaitu prestasi dapattberwujud

berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif, yang disini

konteksnya adalah pemberian informasi medis.iSedangkan perjanjian untuk

tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentuuyang

telah dijanjikan.
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Mengenaioobjekpperjanjian,ddiperlukan beberapa syarat untuk

menentukan sahnya suatu perikatan, yaitu sebagai berikut19 :

a. Obyeknya harus tertentu. Syarat ini hanya diperlukan bagi perikatan yang

timbul dari perjanjian. Dalam informed consent ini, objek nya adalah

perjanjian persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum

melakukan tindakan medis lebih lanjut.

b. Obyeknya harus diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian informed consent ini

harus dibuat sesuai perlindungan hukum yang tertera pada Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana pasien

mendapat perlindungan hukum atas perjanjian tersebut.

c. Obyeknya dapat dinilai dengan uang. Hal ini dikarenakan suatu hubungan

hukum yang ditimbulkan dari adanya perikatan berada dalam lapangan

hukum harta kekayaan.

d. Obyeknya harus mungkin. Orang tidak dapat mengikatkan diri kalau obyek

tidak mungkin diberikan.

Jadi perjanjian ini harus dibuat secara nyata agar dapat

dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh pihak pasien.

19 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 4
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3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian akan sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-

syarat perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dinyatakan mengenai 4

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu20 :

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah persesuaian pernyataan kehendak

antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan dalam

perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam

perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan,

bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa

yang harus melaksanakan. Kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya

betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak dan tidak ada paksaan sama

sekali dari pihak manapun.

- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan

menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian

haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan

perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pada

dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah

orang yang cakap hukum.

20 Undang-Undang tentang Syarat Sah Perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
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Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang disebut orang yang tidak cakap

untuk membuat perjanjian adalah :

a) Orang-orang yang belum dewasa.

Mereka yang dimaksud orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai

umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Berkaitan dengan hal tersebut,

menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa adalah jika belum

berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan.

Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah

pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam

keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata dan boros. Orang yang ditaruh

dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan

harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang

belum dewasa.

c) Wanita yang bersuami.

Menurut ketentuan Pasal 108 KUH Perdata, seorang perempuan yang

bersuami (seorang istri), untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan

bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Tetapi mengenai wanita

yang bersuami untuk sekarang sudah dinyatakan cakap melakukan

perbuatan hukum atau untuk menghadap ke pengadilan dengan

dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang

menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110
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KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan suatu

perbuatan hukum dan menghadap pengadilan dengan ijin suaminya sudah

tidak berlaku lagi. Jadi seorang istri tidak perlu lagi meminta ijin

suaminya dalam mengadakan perjanjian.

- Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang

perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan

dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa suatu

kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi

halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu

kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Suatu perjanjian adalah sah jika

apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang

jelas dan tertentu. Syarat-syarat tentang suatu hal tertentu tersebut

dimaksudkan guna menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika

timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

- Suatu sebab atau causa yang halal.

Suatu sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari perjanjian. Mengenai

sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian

tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang

terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.Dengan sebab ini dimaksudkan tiada
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lain adalah isi dari perjanjian. Mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal

1335 hingga Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata

menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat

karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai

kekuatan”.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena

berkenaan dengan subjek perjanjian yang mana subjek tersebut adalah

dokter dengan pasien dan perlindungan hukumnya. Sedangkan, persyaratan

yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian dimana

objeknya adalah suatu perjanjian yang mana syarat tersebut dinamakan

syarat objektif21.

Syarat sah dalam pemberian informasi medis disini adalah kedua

belah pihak yaitu dokter spesialis bedah dengan pasiennya harus sudah

sepakat atau memberikan keputusan telah disetujuinya ada perjanjian

informasi medis tersebut. Kecakapan diandalkan dalam pembuatan

perjanjian ini sangat harus diperhatikan. Informed Consent akan menjadi

informasi yang sangat dilindungi oleh hukum dalam Undang-Undang

Tentang Praktik Kedokteran apabila dibuat dengan baik dan benar sesuai

dengan prosedur dan kesepakatan masing-masing.

21 https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html
diakses Senin, 13 September 2021

https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html
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4. Asas Dalam Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang harus diketahui, antara

lain :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud

dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang diberikan kesempatan

yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian apa saja dan dengan

siapa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang

belum diatur dalam undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

kesepakatan kedua belah pihak. Hal Ini mengandung makna bahwa

perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu

perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian telah sah dan mengikat serta

sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Kekuatan Mengikat/Asas Pacta Sunt Servanda/Asas Kepastian

Hukum

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-



35

undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat oleh

para pihak sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda memberikan kepastian

hukum bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Kepribadian

Dalam asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk

kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, asas ini

menunjukkan personalia dari suatu perjanjian. Asas ini disimpulkan dalam

Pasal 1315 KUH Perdata bahwa dalam suatu perjanjian pada umumnya

hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

e. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUH Perdata. Suatu

perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, tetapi juga

hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Kebiasaan yang terdapat

dalam Pasal 1339 KUH Perdata adalah kebiasaan pada umumnya yaitu

segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Mengenai kebiasaan yang

diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata merupakan kebiasaan yang lazim

berlaku dalam golongan tertentu yaitu hal-hal yang menurut kebiasaan

selama diperjanjikan dianggap secara diamdiam, dimasukkan di dalam

perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
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f. Asas Moral

Asas moral ini terlihat dalam perikatan wajar. Yaitu suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk

menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.Dalam hal ini, faktor-faktor

yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan

hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), yang merupakan

panggilan dari hati nurani.

g. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran atau sikap batin

seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau disebut dengan

asas itikad baik subyektif. Sebaliknya yang dimaksud asas itikad baik

obyektif yaitu bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas

kepatutan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas ini terdapat

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap

orang dalam membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

h. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan

mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang diadakan di antara

mereka di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu

tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.
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5. Unsur-unsur Dalam Perjanjian

Ada 3 (tiga) unsur dalam perjanjian :

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia dalam suatu perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan

berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih

pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang

membedakannnya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur

essensialia merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian, karena tanpa

adanya unsur essensialia maka tidak mungkin timbul suatu perjanjian.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang diatur dalam undangundang tetapi

dapat diganti oleh para pihak. Dalam suatu perjanjian tertentu, unsur ini

pasti ada setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.

3. Unsur Accidentalia

Unsur accidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang

merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang

oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan

persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Unsur accidentalia dapat ditambahkan oleh para pihak karena

Undang_Undang tidak mengaturnya.
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6. Lahir dan Berakhirnya Sebuah Perjanjian

a. Lahirnya Perjanjian

Perjanjian konsensual, suatu perjanjian tersebut dianggap lahir jika

pada saat yang sama dan di tempat yang sama suatu kesepakatan antara

kedua belah pihak tersebut telah tercapai. Hal ini berarti bahwa suatu

perjanjian sudah berawal atau sudah dimulai dan mengikat kedua belah

pihak setelah kesepakatan kedua belah pihak tersebut tercapai. Seseorang

yang akan membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan

kesediaannya untuk mengikatkan diri. Pernyataan kedua belah pihak

tersebut harus bertemu dan terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut

mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan telah memenuhi syarat-syarat

perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga

perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Berbeda halnya dengan perjanjian riil, dalam perjanjian ini selain

adanya kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus juga harus diikuti

dengan penyerahan nyata atas barangnya. Dalam hal ini bukan kata sepakat

yang mengikat kedua belah pihak, melainkan perbuatan nyata berupa

penyerahan barang tersebut. Seperti contohnya fotmulir atau lembaran

informed consent yang berisi persetujuan pasien untuk tindakan medis.

Perjanjian riil dapat dilihat pada perjanjian penitipan barang (Pasal 1694

KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata), dan

perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata). Begitu juga pada

perjanjian formil, perjanjian ini terjadinya harus memenuhi persyaratan
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peraturan perundang-undangan. Misalnya perjanjian jual beli tanah atau

rumah dan perjanjian hibah.

b. Berakhirnya Sebuah Perjanjian

Secara umum suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan

mempunyai saat dimana perjanjian yang ada di antara mereka akan hapus,

yang berarti berakhirnya perjanjian di antara mereka. Masalah hapusnya

perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah

dituangkan dalam persetujuan bersama.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian :

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak,

2. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,

3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan

terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus,

4. Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua

belah pihak atau oleh salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang

bersifat sementara. Misal : perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa,

5. Perjanjian hapus karena putusan hakim,

6. Tujuan perjanjian telah tercapai,

7. Dengan persetujuan para pihak22.

22 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 69
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C. Tinjauan Umum Tentang Prestasi, Wanprestasi, dan Akibatnya

1) Prestasi

Prestasi adalah “objek” atau “voorwerp” dari verbintenis. Tanpa

prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama

sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian23. Jadi yang

dimaksud prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu,

terhadap penunaian pihak lain yang mempunyai hak menuntut pelaksanaannya.

Di dalam KUH Perdata tentang prestasi terdapat dalam Pasal 1234.

Prestasi yang dimaksudkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata tersebut sebagai 3

hal yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Prestasi untuk memberikan sesuatu misalnya penjual yang

berkewajiban memberikan barang dagangannya, ataupun dokter yang

memberikan informasi medis kepada pasiennya. Untuk prestasi berbuat

sesuatu sebagai contohnya seorang dokter yang melakukan upaya

penyembuhan bagi pasiennya. Dalam hal prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

misalnya dalam perjanjian penitipan barang, disebutkan bahwa pihak yang

dititipi barang tidak boleh mengalihkan atau menjual barang yang ada di

bawah pengawasannya.

2) Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak memenuhi atau lalai

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu

perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

23 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 7
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Sehingga dalam hal ini salah satu pihak dikatakan wanprestasi bila pihak yang

bersangkutan dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga

terlambat dari waktu yang telah ditentukan, atau dalam pelaksanaan prestasi

tidak dilakukan dengan selayaknya24. Bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan

debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka

debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat

dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru

tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi

prestasi sama sekali25.

3) Akibat adanya Wanprestasi :

a) Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur tentang pelaksanaan prestasi,

apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak

untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.

b) Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa biaya,

kerugian dan bunga (Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata).

24 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 7
25 A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.
26



42

c) Jika perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal

1266 KUH Perdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan

perjanjian, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Tarapeutik

1. Pengertian Perjanjian Tarapeutik

Perjanjian terapeutik merupakan suatu transaksi untuk menentukan atau

upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.

Jadi, objek dalam perjanjian terapeutik ini bukan kesembuhan pasien,

melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien26.

Dilihat dari istilahnya, perjanjian yaitu hubungan timbal balik antara

dua pihak yang bersepakat dalam satu hal, sedangkan terapeutik adalah

terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan. Jadi

perjanjian terapeutik adalah ”persetujuan yang terjadi antara dokter dengan

pasien yang bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup

bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif”27.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian

terapeutik merupakan suatu perjanjian perawatan, karena satu pihak (pasien)

berkehendak untuk sembuh dan pihak yang lain (dokter) berkehendak untuk

merawat pasien dan mengupayakan kesembuhan pasien. Perjanjian tersebut

lahir berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya

26 Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. (Surabaya: Rineka Cipta),
2005, hlm. 11
27 M. Jusuf Hanafiah. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. (Jakarta : 1999), hlm. 39
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kekhilafan, paksaan maupun penipuan, dan berlaku sebagai undang-undang

bagi para pihak dan harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik.

2. Dasar Hukum Perjanjian Tarapeutik

Perjanjian terapeutik sebagai bagian dari hukum privat tunduk pada

aturan-aturan yang ditentukan dalam KUH Perdata sebagai dasar adanya

perikatan. Adapun Pasal 1233 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa :

“tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena

undang-undang”.

Perjanjian terapeutik lahir dari suatu perjanjian, hal ini dikarenakan

adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada saat dokter akan memulai

tindakan medis terhadap pasien, dengan adanya kesanggupan dari dokter untuk

mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien

menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kemudian

dokter berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh

kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan sesuai standard

profesinya yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, dapat

dilihat bahwa perjanjian terapeutik terikat pada perjanjian yang diatur dalam

KUH Perdata, namun pelaksanaannya diatur oleh undang-undang28.

Perjanjian Tarapeutik sebagai suatu perjanjian yang bentuknya khusus,

maka secara umum juga terikat oleh ketentuan-ketentuan umum yang harus

dipenuhi untuk sebuah perjanjian, seperti yang terdapat dalam Pasal 1320

28 Y.A Triana Ohoiwutun. Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu
Kedokteran). Pohon Cahaya, 2008, hlm. 12
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KUH Perdata. Menurut ketentuan asal tersebut, agar berlaku secara sah

perjanjian tersebut maka harus dipenuhi empat syarat perjanjian yaitu:

1) Adanya kata sepakat para pihak,

2) Para pihak cakap bertindak,

3) Isi perjanjian mengenai hal tertentu,

4) Sebab yang halal.

3. Hubungan Perjanjian Tarapeutik Dengan Informed Consent

Perjanjian terapeutik dapat terjadi antara lain karena pasien sendiri

yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang

dideritanya. Melalui pendaftaran pasien ke rumah sakit, dengan

penandatanganan formulir pendaftaran maka dari hal tersebut perjanjian telah

terjadi. Setelah melalui tahap-tahap pemeriksaan dan pemberian informasi dari

dokter, kemudian dibutuhkan suatu tindakan medis, maka dalam keadaan

seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak dan terjadi

hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter

sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (informed

consent) berdasarkan informasi dari seorang dokter tersebut. Hal ini dapat

dikatakan bahwa informed consent merupakan akibat dari adanya perjanjian

terapeutik29.

Informed consent timbul berdasarkan hubungan antara dokter dengan

pasien yang terjalin dalam perjanjian terapeutik. Masing-masing pihak, baik

29 http://hukumkesehatan.com diakses Sabtu, 16 Oktober 2021

http://hukumkesehatan.com
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yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan mempunyai

hak dan kewajiban yang harus dihormati. Artinya bahwa di satu pihak dokter

mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan

kedokteran yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, tetapi

pasien atau keluarganya mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau

tindakan kedokteran apa yang akan dilakukan terhadap dirinya30.

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pasien Dengan Rumah Sakit

Upaya kesehatan di Rumasakit Islam Sultan Agung dimulai dari

hubungan dasar antara dokter dengan pasien dalam bentuk perjanjian terapeutik.

Meskipun demikian, pasien memiliki kemungkinan untuk mengadakan

perjanjian terapeutik dengan rumah sakit dalam bentuk perawatan sekaligus

pelayanan medis. Hubungan hukum yang ditimbulkan dalam pelayanan

kesehatan di rumah sakit antara pasien

dengan rumah sakit tersebut dibedakan menjadi dua macam perjanjian yaitu :

1. Perjanjian perawatan, merupakan adanya kesepakatan yang dilakukan antara

pihak rumah sakit dengan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan fasilitas

kamar perawatan dan tenaga perawat yang melakukan tindakan perawatan.

2. Perjanjian pelayanan medis, dalam hal ini adalah adanya kesepakatan antara

pihak rumah sakit dengan pasien bahwa tenaga medis di rumah sakit akan

berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

30 M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku
Kedokteran EGC, Jakarta , 2007, hlm. 67
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Bagi rumah sakit yang mempunyai dokter in, maka selain menawarkan

jasa perawatan kesehatan, rumah sakit juga memberikan jasa pelayanan

kesehatan. Tetapi untuk rumah sakit yang tidak mempunyai dokter in (hanya

mempunyai dokter out), maka selain terdapat perjanjian antara pasien dengan

rumah sakit, juga terdapat sebuah perjanjian antara pasien dengan dokter.

F. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien

Perihal ingin sembuh dari penyakit, pasien kan mendatangi dokter baik

secara pribadi maupun dengan pergi ke rumah sakit. Dalam hal ini dapat

dibedakan mana pasien yang memang benar mengadakan perjanjian dengan

pasien yang tidak mengadakan perjanjian. Pembedaan ini untuk memperjelas

dalam membedakan dari adanya perjanjian tersebut, yang membebankan hak dan

kewajiban terhadap para pihak yang mengadakan suatu perjanjian.

Dasar dari perikatan antara dokter dan pasien biasanya dikenal dengan

perjanjian/kontrak, dan dikenal pula dengan istilah perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut

Inspaningsverbintenis bukan perjanjian tentang “hasil” atau disebut

Resultaatverbintenis. Pada perjanjian tentang upaya maka prestasi yang harus

diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada

perjanjian tentang hasil, prestasi yang harus diberikan oleh dokter berupa hasil

tertentu31.

31 http://www.kantorhukum-lhs.com diakses Rabu, 10 November 2021

http://www.kantorhukum-lhs.com
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Perjanjian di dalam bab ini maka para pihak yaitu dokter dan pasien

bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka sepakati bersama,

dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan

dan ketertiban. Pada perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, dokter tidak

menjanjikan kesembuhan pasien, tetapi dokter berupaya semaksimal mungkin

untuk menyembuhkan pasien.

G. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Medis (Informed Consent)

Informed consent menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan dalam

melakukan tindakan medis di Amerika Serikat dan Eropa sejak tahun 1960.

Sejarah informed consent berawal di revolusi Perancis, sejak Rousseau pada

tahun 1780 mencetuskan “Declaration de droit de I’homme et du citoyen”

(pernyataan hak seseorang dan hak warga negara). Pada 1791, Assemble e

Nationale merumuskan pernyataan itu dengan semboyan “Liberte, Egalite,

Fraternite” (Kemerdekaan, Kesamaan, Persaudaraan)32.

Kehidupan sehari-hari kita, tidak luput terkadang timbul hubungan antara

dokter dengan pasien. Yang mana hubungan ini antara lain berupa pasien

menemui dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam fenomena ini sudah

semestinya terjadi tindakan medis atau informed consent antara dokter dengan

pasien yang artinya kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan hubungan

hukum tersebut.

32 http://eprints.undip.ac.id/44901/3/Yastari_Sofyan_Afif_22010110110007_Bab2KTI.pdf diakses
Rabu, 10 November 2021

http://eprints.undip.ac.id/44901/3/Yastari_Sofyan_Afif_22010110110007_Bab2KTI.pdf
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Informed Consent sering disebut sebagai tindakan medis. Secara harfiah

Informed Consent terdiri dari dua kata, yaitu Informed dan Consent. Informed

mempunyai arti informasi atau penjelasan, sedangkan consent berarti memberi

persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian Informed Consent adalah

persetujuan yang diberikan pihak pasien atau keluarga setelah mendapatkan

informasi atau penjelasan. Informed consent ini diatur di dalam Peraturan

Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989

Tentang Persetujuan Tindakan Medis. Setelah melakukan persetujuan atau

kesepakatan atas hubungan hukum tersebut, maka dokter akan melakukan upaya

medis untuk menolong pasien yang bersangkutan. Dokter mempunyai

kewenangan penuh atas tindakan yang akan dilakukan setelah persetujuan seperti

diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis lainnya.

Adapun informed consent terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

a. Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa)

Tindakan yang bila dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh

masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. Persetujuan ini

diberikan pasien secara tersirat tanpa pernyataan tegas. Isyarat ini dapat dilihat

dokter dari sikap dan tindakan pasien. Misalnya melakukan suntikan kepada

pasien atau pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium.

b. Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat)

Bila pasien dalam kondiri gawat darurat sedangkan dokter perlu melakukan

tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa pasien sementara pasien dan

keluarganya tidak bisa membuat persetujuan pada saat itu, maka dokter dapat
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melakukan tindakan medis terbaik. Seperti pasien yang sesak nafas, henti nafas,

atau henti jantung.

c. Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus)

Persetujuan yang dinyatakan baik lisan ataupun tertulis, bila yang akan

dilakukan melebihi prosedur pemeriksaan atau tindakan biasa. Dalam keadaan

demikian hendaknya disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan

dilakukan sehingga tidak terjadi salah pengertian. Misalnya mencabut kuku

pasien, tindakan pembedahan.

1. Prinsip-prinsip yang mendasari Informed Consent

Prinsip doktrin informed consent adalah hak otonomi seorang pasien

terhadap dirinya untuk memutuskan apa yang dikehendaki di dalam masalah

pengobatan. Dalam Declaration of Lisbon (1981) dan Patients’s Bill of Right

(American Hospital Association, 1972) pada intinya menyatakan

bahwa ”Pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan, dan hak

untuk menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan persetujuan

atas tindakan medik”.

Hal ini berkaitan dengan dasar hak asasi manusia, sehingga informed consent

dihubungkan dengan dua hak asasi manusia yaitu :

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri

Hak ini dapat disebut juga dengan “The Right to Self Determination”.

Setelah tahap pemberian informasi tersebut maka berdasarkan informasi

tersebut, pasien memberikan persetujuannya. Dalam hal ini persetujuan ini
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merupakan wujud dari hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585 Tahun 1989, pihak-pihak yang

memberikan persetujuan adalah :

a. Pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental,

b. Orang tua atau wali bagi pasien yang belum dewasa,

c. Wali atau curator bagi pasien yang dewasa yang berada dalam

pengampuan,

d. Orang tua atau wali atau curator bagi pasien dewasa yang menderita

gangguan mental,

e. Keluarga terdekat bagi pasien yang belum dewasa dan tidak

mempunyai orang tua atau wali dan atau orang tua atau wali

berhalangan.

Pasien tidak harus menyetujui tindakan medis atau informed consent

dari dokter. Pasien mempunyai hak untuk menolaknya. Semua dikembalikan

kepada hak masing-masing pasien dan dokter tidak boleh melanggar atau

memaksakan hak tersebut. Akan tetapi apabila pasien dalam keadaan yang

memang butuh untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur dokter dan pasien

tersebut menolak atas tindakan medis tersebut maka beberapa dokter atau

pihak rumasakit biasanya memberikan alternatif lain, contohnya seperti :

apabila pasien harus melakukan pengobatan rutin dengan cara meminum

obat berupa pil ataupun sirup dan pasien tersebut tidak menghendakinya,

maka bisa dengan alternatif lain seperti pengobatan herbal yang bisa
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mengobati dari luar tubuh tanpa harus memasukan obat tersebut atau

meminumnya.

2. Hak atas informasi

Hak atas informasi ini dapat disebut juga dengan “The Right Of

Information”. Pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam

memberikan informasi mengenai pasien adalah dokter. Artinya bahwa

dokter berkewajiban menyampaikan informasi medis kepada pasien baik

diminta maupun tidak. Informasi yang harus diberikan dokter kepada pasien

tersebut antara lain :

a. Hasil Pemeriksaan atau Diagnosis

Hasi Diagnosis yaitu pengenalan keadaan atau gejala-gejala penyakit.

Diagnosa ini harus disusun berdasarkan keterangan dan keluhan yang

disampaikan pasien mengenai penyakitnya pada dokter. Setelah itu

pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan. Apabila infomasi sudah diberikan, maka keputusan

selanjutnya berada di tangan pasien.

b. Terapi, dan atau cara pengobatan alternatif lainnya

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan terapi yang

sesuai dengan keluhan penyakit pasien tersebut. Selain itu, dokter harus

mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis dan terapi.

Dokter harus menjelaskan prosedur, keberhasilan dan kerugian serta

komplikasi yang mungkin timbul.
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c. Resiko

Resiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertai

upaya antisipasi yang dilakukan dokter untuk terjadinya hal tersebut.

Hal-hal yang dijadikan pedoman adalah sifat resiko, berat ringannya

resiko, dan kapan resiko tersebut akan terjadi. Selain itu dokter juga

harus menjelaskan resiko jika pasien menolak salah satu atau seluruh

pengobatan yang ditawarkan oleh dokter.

d. Penderitaan Sakit dan Ketidaknyamanan

Apabila dalam menjalani pengobatan, kemungkinan pasien akan

mengalami suatu perasaan sakit atau perasaan yang lain. Untuk inilah

dokter juga harus menjelaskan kemungkinan-kemungkinan tersebut

kepada pasien.

e. Prognosis

Prognosis merupakan penjelasan atas jalannya penyakit agar pasien

benar-benar mengetahui keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi

padanya. Pasien berhak mengetahui semua prognosis, komplikasi,

ketidaknyamanan, biaya, kesulitan dan risiko dari setiap pilihan

termasuk tidak mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan

apapun.

f. Keuntungan Pengobatan

Pengobatan yang dianjurkan oleh dokter kepada pasien diharapkan agar

terwujud kesembuhan atau setidaknya mengurangi rasa sakit pasien.

Maka dari itu jalannya pengobatan tersebut harus memberikan
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keuntungan, sehingga pasien dapat menentukan tindakan medis apa

yang akan dijalani.

Penyampaian Informasi medis kepada pasien harus dengan

bahasa yang mudah dipahami, diterima, dan dimengerti oleh pihak

pasien. Pernyataan IDI tentang informed consent mengatakan bahwa

informasi tentang tindakan medis harus dilakukan kepada pasien, baik

diminta maupun tidak diminta. Dalam hal ini tidak diperbolehkan

menahan informasi kecuali dokter menilai bahwa informasi tersebut

dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien, dan dalam keadaan

tersebut dokter dapat memberikan informasi kepada keluarga terdekat

pasien. Dalam memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien

diperlukan kehadiran seorang perawat atau tenaga medis yang lain

sebagai saksi.

2. Aspek Hukum Informed Consent

Informed Consent timbul atau ada berdasarkan pada aspek-aspek hukum

berikut :

1. Syarat syahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri,

b) Kecakapan para pihak untuk berbuat sesuatu,

c) Suatu hal tertentu,

d) Adanya kausa yang halal.
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Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “tiada

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 53 yaitu :

a. Tenaga kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

b. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya mempunyai hak untuk

mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

c. Tenaga kesehatan, dalam hal kepentingan pcmbuktian, dapat melakukan

tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan

dan keselamatan pasien yang bersangkutan.

3. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat 1- 6

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat

persetujuan. Dalam hal ini, dokter yang tidak mempunyai surat ijin praktek

belum tentu melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar

profesinya.

4. Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis.

Apabila ada dokter yang melakukan tindakan medis tanpa informasi

medis dari pasien atau pihak keluarga yang bersangkutan maka sanksi

administrasinya adalah pencabutna surat izin prakteknya. Bila tidak disertai

Informed Consent (IC) maka pasien dapat menuntut. Informed consent

diberikan secara tertulis maupun lisan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat
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dilakukan penyimpangan berdasarkan Pasal 11 Permenkes 585 Tahun

1989 bahwa pasien dalam keadaan tidak sadar atau pingsan dan tidak

didampingi keluarganya, maka dapat dilakukan tindakan kedokteran tanpa

informed consent.

H. Tinjauan Umum Tentang Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Bedah
Urologi

1. Pengertian Dokter Umum

Dokter umum menurut kamus besar bahasa indonesia adalah dokter

yang belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis).

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) dokter umum

(generalist medical doctors) adalah (termasuk dokter keluarga) dokter yang

mendiagnosa, menyembuhkan, dan mencegah penyakit, cedera, dan kelainan

fisik serta mental lainnya dan menjaga kesehatan umum pada manusia melalui

penyelenggaraan dan prosedur pengobatan modern. Dokter tersebut

merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi implementasi dari perencanaan

perawatan dan pengobatan oleh lembaga pelayanan kesehatan lain. Dokter

umum tidak membatasi praktek mereka pada penyakit tertentu atau metode

pengobatan tertentu.

2. Pengertian Dokter Spesialis Bedah Urologi

Urologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang

penyakit saluran kantung kemih. Menurut Ilmuwan Malaysia, urologi adalah

cabang ilmu perubatan yang berkaitan dengan fisiologi, penyakit, dan rawatan
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saluran kencing.33 Sedangkan pengertian tentang Dokter spesialis urologi

adalah dokter spesialis yang mempelajari ilmu tentang sistem saluran kemih

(urologi). Ilmu urologi adalah bidang kedokteran yang fokus pada diagnosis

dan pengobatan penyakit saluran kemih, baik pria maupun wanita. Dokter

spesialis urologi dapat mendiagnosis dan menangani gangguan pada saluran

kemih, baik dengan pemberian obat-obatan maupun dengan prosedur operasi.

I. Perspektif Islam Informed Consent

Di dalam Al-Qur’an pun dijelaskan bahwa dalam perjanjian terhadap

kedua belah pihak mempunyai dasar hukum islam yang menghendaki sah nya

perjanjian tersebut. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat islam

mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut34 :

1. Pada dasarnya bentuk sesuatu mu’amalat adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan As-Sunah.

2. Mu’amalat dilakukan dalam keadaan sukarela tanpa mengandung unsur

paksaan.

3. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan

menghindari kemadaratan dalam hidup masyarakat.

4. Mu’amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilanm kesempatan dalam

kesempitan.

33 https://glosarium.org/arti-urologi/ diakses Sabtu, 13 November 2021.
34 Ahmad Azhar Basyir, Asas Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi,
(Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 15-16

https://glosarium.org/arti-urologi/


57

Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum islam memberikan

kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad mu’amalat dengan

ketentuan atau syarat-syarat sesuai yang diinginkan, asalkan masih dalam

batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan syari’at hukum islam.

Prinsip kedua mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak

yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan

kehendak seperti adanya unsur paksaan maupun penipuan, berakibat pada

batalnya sebuah akad dalam mu’amalat.

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad mu’amalat

dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan

madharat dalam kehidupan bermasyarakat, atas dasar ini bahwa segala bentuk

mu’amalat yang merusak kehidupan bermasyarakat tidak boleh.

Prinsip yang keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan

hubungan mu’amalat harus berdasarkan atas prinsip-prinsip keadilan, tanpa

mengandung unsur penindasan, yang dimaksud keadilan disini adalah

memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) atas

jasa yang diberikan dengan imbalan yang diterima35.

Sebagaimana firman Allah SWT36 :

ا هَ ي اهّ ي ٰٓ هَ يّ ذِ اّل ا يٓي ُن هَ اٰ اذَها يْ ن ُ يُ هاّه َهَ نَ يّ ه ِذَ يى ّٰ اذ نٍ هَ اه ى مّ سه يَ يٓ ن نُ ُ يْ َها

Akad timbul karena adanya hubungan kedua belah pihak yang saling sepakat

dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian

35 https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9327/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf,
diakses Senin, 15 November 2021
36 Al - Baqarah (2) : 282

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9327/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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tersebut, dalam islam akad diatur dengan sangat ketat karena dalam akad akan

terdapat hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, menyangkut apa yang

telah diperjanjikan, akad ini tidak terbentuk begitu saja melainkan berdasarkan

pada keridloan dan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah

SWT37 :

ا هَ ي هّ َا هَ يّ ذِ اّل ا يٓ ُن هَ اٰ هَ ا يٓو نُْن َهاي يْ نُ اّهَ هٓ يَ اه يْ نُ ُه يۡ ِه ذٍ ذِ ُها يّ ِذا و لَ اذ يۡ اه هۡ يٓ نُ َه ًة هَ ا هَ َذ يَ هَ نٍ ا هَ َه يْ نُ يُ َّذ �ۚ هَ وه ا يٓو ن نُ ُ يۡ َه

يْم نُ َُنسه يۡ اه لۡ اذ ه لل هۡ هْا يْ نُ ِذ ا ةّ يۡ ذِ هَ

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas bahwasanya semua akad dalam

mu’amalat harus ada unsur keridhaan dan kerelaan kedua belah pihak,

sehingga akan muncul apa yang dinamakan hak dan kewajiban dan dalam hal

ini adalah dokter dan pasien.

Di dalam pelaksanaan informed consent semua pihak yang bersangkutan harus

memenuhi, menepati, dan melaksanakan semua hal yang telah disepakati, dan

hal ini berdasarkan firman Allah SWT38 :

ا هَ ي هّ يا ّٰ هَ يّ ذِ اّل ا يٓي ُن هَ اٰ ا يٓ َن اهوي ذۗد يٓ ن يُّنۡ ِذا يْ ُل ذِ ن ا يْ نُ ّه ُن هّ يۡ ذَ ِه ذِ يُۡها ه يَ ا لَ اذ ا هَ ى ُٰ ي ّنُ يْ نُ يۡ ُه هَ هَ يۡ هَ ُّذى ذِ نَ ذَ يۡ لّ اّ يْ ن ُ يۡ اه وه

ٌِد نَ نِ لۡ اذ ه لل نْ نُ يِ ّه ا هَ يَّن ذَ ّن

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua pihak dalam perjanjian, harus

memenuhi semua hak dan kewajiban masing-masing, yang nantinya dimintai

37 An - Nisa (4) : 29
38 Al - Maidah (5) : 1
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pertanggungjawaban para pihak haruslah memegang teguh berdasarkan syarat-

syarat yang telah ditetapkan dan disepakati oleh mereka39.

39 https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9327/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
diakses Senin, 15 November 2021

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9327/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Dalam Pelaksanaan Informed Consent Antara Dokter Spesialis

Bedah Urologi Dengan Pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung

Rumah Sakit Islam Sultan Agung merupakan Rumah Sakit Swasta yang

terletak di Jl. Kaligawe Raya KM. 4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota

Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50112. Rumah sakit ini merupakan

rumah sakit swasta yang awal mulanya adalah Health Centre. Rumah sakit ini

mulai beroperasi melayani masyarakat pada 17 Agustus 1971.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan penulis dengan

Ibu Yulia yang dimana beliau adalah perawat yang menangani bagian spesialis

bedah urologi RSIA, dapat diketahui bahwa perjanjian atau persetujuan tindakan

medis antara dokter spesialis urologi dengan pasiennya dapat terjadi apabila

pasien menyetujui formulir penandatanganan yang diberikan dokter, baik itu

untuk penanganan tindakan medis yang ringan maupun berat40.

Prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis pada pasien

khusus penyakit urologi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pendidikan

kedokteran. Pasien sebisa mungkin menyampaikan apa yang dikeluhkan dengan

teliti sehingga dokter akan memberikan informasi-informasi penting tentang

tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan keluhan tersebut. Adapun

40 Wawancara dengan Ibu Yulia S.AMK selaku perawat Poli Urologi perihal “Pelaksanaan Tindakan
Medis di Spesialis bedah Urologi”, 28 Oktober 2021
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prosedur persetujuan tindakan medis di spesialis urologi pada pasiennya adalah

sebagai berikut :

1. Keabsahan Dari Perjanjian Tindakan Medis Pada Pasien Urologi

Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diakui oleh hukum

seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebaliknya,

perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum dan

tidak akan dilindungi hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka

pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara dokter Spesialis Urologi

Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan pasiennya harus memenuhi syarat

sahnya perjanjian.

Adapun syarat sahnya perjanjian persetujuan tindakan medis pada

pasien urologi adalah sebagai berikut :

a) Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Suatu perjanjian lahir atas tercapainya kesepakan antara kedua

belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian.

Kesepakatan tersebutdapat diwujudkan dalam bentuk apapun guna

bukti bahwa telah adanya perjanjian yang disepakati.

Perjanjian tindakan medis pada pasien urologi di poli urologi

Rumah Sakit Islam sultan Agung ini merupakan perjanjian konsensual,

yang dimana perjanjian ini timbul atas dasar kesepakatan kedua belah
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pihak. Kesepakatan dalam perjanjian ini berbeda dengan kesepakatan

yang terjadi dalam perjanjian riil maupun perjanjian formil. Apabila di

dalam perjanjian riil ini harus disertai dengan penyerahan nyata atas

barangnya, sedangkan kesepakatan dalam perjanjian formil harus

sesuai dengan persyaratan Undangng-Undang. Berdasarkan Pasal 2

Permenkes Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan

Tindakan Medis, persetujuan tindakan medis ini dapat dilakukan

secara tertulis maupun lisan. Namun hampir semua dalam perjanjian

tindakan medis pasien urologi ini harus dengan penyertaan tanda tangan

formulir Informed Consent yang diberikan dokter. Apalagi pada

penanganan medis untuk tindakan berat seperti operasi maka hukumnya

wajib dengan menyertakan formulir persetujuan tersebut. Hal ini

dikarenakan tindakan medis pada pasien urologi tersebut mengandung

resiko yang cukup tinggi, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat 1

Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan

Tindakan Medis maka tindakan kedokteran yang memiliki resiko

tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang didalamnya di

tandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya yaitu

pihak pertama adalah pasien yang dimana pasien tersebut menghendaki

atas pelayanan kesehatan seperti keluhan batu ginjal di Rumah Sakit

Islam Sultan Agung tersebut. Mengenai pihak kedua dalam perjanjian



63

ini adalah dokter spesialis urologi yang menangani penyakit batu ginjal

tersebut.

Sebelum dokter spesialis melakukan tindakan medis pada pasien

urologi khusunya pada penderita batu ginjal dan infeksi saluran kantung

kemih, terlebih dahulu harus ada kesepakatan pada saat pasien bersedia

untuk dilakukan tindakan medis oleh dokter. Kesepakatan tersebut

harus tertuang dalam surat perjanjian yang nantinya berfungsi sebagai

klausul perjanjian. Dalam hal ini, dokter mempunyai tanggung jawab

penuh kepada pasien sejak persetujuan tindakan medis tersebut telah

mencapai kesepakatannya sampai pasien tersebut sembuh, seperti yang

tertuang dalam perjanjian tarapeutik. Penandatanganan surat perjanjian

tersebut harus dihadiri minimal dua orang saksi yang terdiri atas satu

orang dari pihak rumah sakit yaitu perawat yang jaga di bagian poli

urologi dan saksi satunya lagi dari pihak pasien.

b) Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut

hukum, artinya dia harus mampu melakukan tindakan hukum, sudah

dewasa, dan para pihak tidak berada dibawah pengampuan. Syarat-

syarat tersebut berlaku juga bagi kedua belah pihak dalam perjanjian

tindakan medis antara dokter dengan pasien di poli urologi. Perlunya

kecapakan para pihak dalam hal ini dimaksudkan agar para pihak

mengerti akan tanggung jawab dalam perjanjian ini.
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Isi surat perjanjian tindakan kedokteran, pihak pasien atau

keluarganya harus mengisi data diri terlebih dahulu, sehingga dari pihak

pasien dalam perjanjian ini dapat diketahui cakap atau tidak dalam

melakukan perjanjian. Di dalam perjanjian tindakan medis ini, bagi

pasien dewasa yang akan melakukan perjanjian atau persetujuan

tindakan medis sapat diwakilkan oleh dirinya sendiri, suaminya,

orangtua atau wali yang bersangkutan. Sedangkan bagi pasien yang

belum dewasa dan belum kawin, maka pemberian persetujuan

dilakukan oleh pihak orangtuanya atau walinya, dan untuk pasien yang

berada di bawah pengampuan maka persetujuan dilakukan oleh wali

yang berhak.

c) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah obyek

perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam

perjanjian, atau hal pokok yang harus disebutkan secara jelas. Dalam

perjanjian tindakan medis pada pasien urologi yang merupakan suatu

hal tertentu yaitu tindakan dari dokter itu sendiri, baik berbentuk

penanganan ringan seperti ront gen atau yang paling berat adalah

operasi.

Setelah melakukan penelitian di Poli Urologi Rumah Sakit Islam

Sultan Agung, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa terdapat

dua formulir yang menyangkut tindakan kedokteran pada pasien urologi,

yaitu :
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1. Formulir Persetujuan Tindakan Medis

Merupakan persetujuan antara dokter dengan pasien urologi,

yang menyatakan bahwa pasien bersedia untuk dilakukan upaya

tindakan medis oleh dokter spesialis urologi atas penyakit yang

diderita. Persetujuan ini terjadi pada saat pasien telah mengeluhkan

penyakit yang dialaminya kepada dokter. Kemudian dokter

melakukan tindakan yang memang telah direncanakan untuk

penanganan pasien setelah pasien tersebut menandatangani surat

persetujuan tindakan medis yang disaksikan oleh kedua belah pihak

disertai saksi dari pihak rumah sakit dan saksi dari pihak pasien.

2. Surat penolakan Tindakan Medis

Merupakan kesepakatan antara pihak pasien atau pihak

keluarga dengan pihak rumah sakit mengenai penolakan terhadap

tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dari rumah sakit

tersebut. Hal ini bertujuan agar nanti kedepannya apabila terjadi

sesuatu maka surat penolakan ini dapat dijadikan sebagai bukti

apabila bermasalah dengan hukum.

d) Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian ini terjadi karena para pihak telah memahami dan mengerti

isi dari perjanjian tersebut. Dapat diketahui bahwa isi dari perjanjian ini
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adalah pasien menghendaki tindakan yang dilakukan dokter guna

kesembuhan dirinya sendiri.

Perjanjian dokter dengan pasien urologi ini tidak dituangkan

dalam bentuk pasal-pasal, melainkan dalam bentuk pernyataan yang

menyebutkan bahwa pasien telah memperoleh informasi dengan jelas

oleh dokter mengenai tujuan, sifat, dan perlunya tindakan kedokteran,

serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut dilakukan. Hal ini

menunjukan bahwa segala informasi yang dibutuhkan dan yang

bersangkutan telah disampaikan secara detail kepada pasien, dan hal

tersebut tertuang dalam Permenkes Nomor 585 tahun 1989, yang berarti

isi perjanjian tersebut merupakan suatu sebab yang halal. Pada isi

perjanjian berikutnya yang mengatakan bahwa pasien menyatakan

persetujuan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak

manapun, hal ini menunjukan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai

dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga isi dalam

perjanjian ini merupakan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

perjanjian tindakan dokter dengan pasien urologi telah sah menurut

hukum karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam

pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut menunjukan bahwa sesuai

dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tindakan

kedokteran tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak

yang membuatnya.
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2. Proses Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Pasien Urologi

Dapat diketahui bahwa perjanjian mengenai tindakan kedokteran

antara pihak rumah sakit dengan pasien urologi melalui beberapa tahap.

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Tahap Pendaftaran

Merupakan tahap yang paling awal ketika pasien datang ke rumah

sakit dengan keluhan yang dideritanya di poli urologi gedung D Rumah

Sakit Islam Sultan Agung. Pendaftaran ini dilakukan sebagai syarat

administrasi bahwa pasien telah bersedia melakukan pemeriksaan di Poli

Urologi RSIA.

b) Tahap Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini, pemeriksaan dilakukan oleh dokter

spesialis di Ruangan Poli Urologi RSIA. Hal awal yang dilakukan oleh

dokter adalah meminta keterangan tentang bagaimana keluhan yang

diderita pasien tersebut agar dokter dapat mendiagnosis untuk

menentukan tindakan yang tepat agar pasien dapat cepat sembuh.

Menurut keterangan hasil wawancara dengan Ibu Yulia selaku

perawat dibagian spesialis bedah urologi tersebut menuturkan bahwa,

apabila pasien tersebut dalam keadaan penyakit yang memang berat dan

dalam keadaan sadar maka akan dimintai langsung persetujuna informed

consent agar dokter dapat segera mengambil tindakan dan menghindari

hal-hal yang tidak diinginkan. Namun bagi pasien yang dalam keadaan

tidak sadarkan diri maka dokter segera mengambil tindakan langsung
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untuk menangani hal tersebut. Biasanya kebanyakan pasien didampingi

oleh wali yang bersangkutan, dan bahkan jarang ada pasien yang tidak

didampingi wali sama sekali. Jadi hal ini mempermudah dokter untuk

menyampaikan informasi medis dan meminta persetujuan atas tindakan

medis yang akan dilakukan.

c) Tahap Pemberian Informed Consent

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diberikan kepada pasien

atau pihak keluarga. Dalam hal ini pasien berhak mendapatkan informasi

mengenai keluhan atau gangguan yang dideritanya, yang nantinya

merupakan alasan untuk memberikan persetujuan tindakan medis. Apabila

dalam hal ini dokter tidak memberi Informed Consent, maka menurut

Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian ini dinyatakan tidak sah. Pemberian

Informed Consent harus secara jujur, benar, serta tidak ada maksud untuk

menakut-nakuti pasien atau bersifat memaksa.

d) Tahap Persetujuan dan Penandatanganan

Setelah mendapatkan informasi dari pihak dokter, kemudian

pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan. Pasien kemudian

menyampaikan keputusan yang memungkinkan terdiri dari dua keputusan,

yaitu :

1. Menolak

Apabila pasien menolak atas tindakan kedokteran, walaupun

sudah mendapat informasi yang jelas, pasien tetap harus

menandatangani formulir penolakan. Tujuan penandatanganan formulir
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ini adalah apabila nanti kedepannya terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan, maka dokter dan jajarannya tidak disalahkan pihak

manapun.

2. Menerima atau Menyetujui

Pasien yang menerima tindakan medis ini maka pasien dengan

dokter atau pihak rumah sakit mengadakan perjanjian persetujuan

informed consent ini dengan menharuskan pasien untuk :

a) Mengisi identitas diri secara lengkap

b) Mengisi identitas wali atau orang yang bertanggung jawab atas

informed consent tersebut

c) Menandatangani dan mencantumkan nama terang secara jelas

Mengenai pelaksanaan penandatananganan tindakan

kedokteran ini, harus dilakukan pihak keluarga pasien maupun pasien

itu sendiri dan juga dari pihak dokter serta disaksikan oleh dua orang

saksi dari masing-masing pihak. Bagai pasien urologi yang akan

melakukan tindakan bedah atau operasi maka harus disertai tanda

tangan dokter anestesi.

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Tindakan Medis Pada Pasien Urologi

Pasal 3 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan

tindakan medis ini menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang

mengandung resiko tinggi harus disertai dengan formulir penandatanganan

dari pihak yang menyatakan persetujuan. Dari pernyataan diatas dapat
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disimpulkan bahwa perjanjian tindakan medis pada pasien urologi

merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis, karena tindakan kedokteran

pada pasien urologi ini kebanyakan dan hampir semuanya merupakan

tindakan medis yang mempunyai resiko tinggi, seperti prosedur pemecahan

batu ginjal, operasi saluran kantung kemih, dsb.

Bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada pasien urologi sama

halnya dengan pasien pada umumnya, yang dibuat dalam bentuk formulir

tertulis. Bentuk formulir tersebut mencantumkan antara lain :

Lampiran Pertama

a) Jenis informasi diagnosis dari pihak dokter,

b) Isi informasi dari jenis informasi diatas,

c) Nama terang dari dokter dan tanda tangan yang menjadi bukti

bahwasanya telah menjelaskan informed consent kepada pasien dengan

sebaik-baiknya,

d) Nama terang dari pihak pasien beserta tanda tangan bahwasanya telah

mendapatkan penjelasan informed consent dari pihak dokter,

Lampiran Kedua

a) Nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat domisili dari

pihak wali,

b) Nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat domisisli dari

pihak pasien,

c) Nama terang serta tanda tangan dari kedua pihak yang terdiri dari pihak

keluarga pasien dengan pihak rumah sakit.
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Bentuk perjanjian tindakan kedokteran ini merupakan bentuk

perjanjian baku yang dimana formulir dari perjanjian ini adalah sepihak dari

rumah sakit yang telah disiapkan secara massal untuk pasien urologi.

4. Berakhirnya Perjanjian Tindakan Medis Pada Pasien Urologi

Berakhirnya perjanjian tindakan medis antara pihak dokter dengan

pasien bisa disebabkan oleh dua hal yang memungkinkan, yaitu karena suatu

hal atau terjadi peristiwa, yang kedua dikarenakan tujuannya telah tercapai.

B. Tanggung Jawab Pihak Rumah Sakit Apabila Terjadi Wanprestasi

Menyangkut Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, hal tersebut

muncul karena adanya tindakan tidak patut dari seorang dokter dalam

memberikan jasa perawatan tindakan medis yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal tidak patut yang dilakukan dokter sehingga menimbulkan wanprestasi

tersebut seperti kurangnya kehati-hatian atau kecerobohan dokter dalam

penanganan perawatan pasien, sehingga menyalahi tujuan perjanjian tarapeutik

tersebut.

Ketentuan Wanprestasi dalam perjanjian antara pihak rumah sakit dengan

pasien, berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata bahwa apabila pihak dokter tidak

menjalankan sebagaimana kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi

pihak pasien maka pihak dokter dapat melakukan penyelesaian dengan cara

memberikan biaya ganti rugi. Wanprestasi dalam perjanjian pelayanan kesehatan

dapat terjadi apabila memenuhi unsur sebagai berikut :
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a) Hubungan dokter dengan pasien tidak berdasarkan kontrak perjanjian

tarapeutik,

b) Dokter memberikan pelayanan kesehatan atau tindakan kedokteran yang tidak

pantas dan menyalahi tujuan perjanjian tarapeutik,

c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan tidak patut dokter tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Yulia selaku perawat bagian

spesialis urologi mengenai gugatan atas dasar wanprestasi tersebut, ketiga unsur

diatas harus dapat dibuktikan secara benar. Tentu saja pembuktiannya harus

dengan cara yang profesional. Pembuktian tersebut dapat dilakukan pihak pasien

dengan cara rekam medis atau dengan surat persetujuan tindakan medis yang

diberikan dokter kepada pasien urologi tersebut. Kemudian pasien harus dapat

membuktikan tindak kelalaian yang dilakukan oleh dokter secara fakta seperti

apabila dokter melakukan hal yang seharusnya tidak dituangkan dalam perjanjian,

ataupun tindakan lainnya yang dapat merugikan pihak pasien.

Proses pembuktian yang dilakukan pihak pasien urologi terhadap dokter

berbeda dengan proses pembuktian kasus lainnya. Pembuktian tersebut harus

berkaitan dengan kasus medis yang dilakukan oleh Ikatan dokter Spesialis,

Ikatan Dokter Indonesia, dan Majelis kehormatan Etik Kedokteran. Gugatan

wanprestasi tersebut biasanya berupa gugatan ganti rugi terhadap dokter yang

telagh melakukan tindakan medis yang merugikan pihak pasien.

Berkaitan dengan tindakan pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas

wanprestasi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Bedah Urologi Rumah Sakit

Islam Sultan Agung, maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai
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Ibu Yulia berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut penuturan Ibu Yulia, sejak

Poli urologi di dirikan di RSIA tepatnya di bagian Gedung D tersebut, belum

pernah ada tindakan kelalaian dari pihak dokter spesialis bedah urologi yang

merugikan pasien sehingga menimbulkan wanprestasi. Namun untuk perihal

masalah kecil seperti keluhan pasien yang mungkin sering muncul ketika

tindakan medis sudah dilakukan maka pihak dokter menyarankan agar pasien

lebih mendengarkan perihal apa yang harus dilakukan setelah prosedur tindakan

medis, seperti contoh meminum obat secara rutin, menghindari hal-hal yang

mungkin berakibat buruk terhadap kondisi pasien. Dan untuk hal-hal yang

menimbulkan wanprestasi sampai ke ranah hukum, poli urologi selama ini

alhamdulillah belum dan semoga tidak pernah ada 41.

Apabila kedepannya nanti ada pengaduan gugatan atas dasar wanprestasi

terhadap Dokter Spesialis Bedah Urologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung,

maka langkah-langkah yang dilakukan pihak rumah sakit adalah sebagai berikut :

a) Mengenai pihak yang menilai suatu perbuatan wanprestasi adalah komite

medis. Anggota komite tersebut terdiri dari berbagai bidang profesi termasuk

dari bidang hukum.

b) Berdasarkan laporan dari pihak pasien yang dirugikan, komite medis

memanggi dokter spesialis urologi yang bersangkutan menangani tindakan

medis tersebut. Selain dokter adapula perawat, dan penjaga dalam tindakan

medis yang dilakukan.

41 Wawancara dengan Ibu Yulia perihal “Pertanggungjawaban Apabila terjadi Wanprestasi dalam
Pelaksanaan Tindakan Medis di Spesialis bedah Urologi”, 28 Oktober 2021
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c) Kemudian direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung bersama dengan komite

medis mengadakan rapat dan dokter beserta paramedis yang bersangkutan

akan dimintai keterangan mengenai hal yang dilakukannya tersebut.

d) Dalam penjelasannya, dokter beserta paramedis menjelaskan dengan

dilengkapi adanya formulir informed consent dan status keadaan pasien selama

menjalani perawatan di poli urologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Di

dalam hal ini harus dibuktikan adanya kerugian yang disebabkan karena

adanya wanprestasi oleh pihak dokter.

e) Kemudian apabila direktur beserta komite medis menilai bahwasanya tindakan

tersebut tergolong tindakan yang merugikan pasien sehingga menjadikannya

wanprestasi, maka dalam hal ini pihak rumah sakit akan mengganti biaya

kerugian tersebut kepada pihak pasien.

Perihal gugatan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan

oleh dokter spesialis urologi, merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan.

Karena dalam hal ini, baik dokter maupun perawat yang andil dalam tindakan

medis telah mencatat hal-hal kecil tentang keadaan pasien atau yang biasa

disebut dengan medical record. Kemudian disertai dengan penandatangan

formulir informed consent, kecuali jika ada yang tidak beres dalam catatan

dokter tersebut.

Adanya informed consent ini sebenarnya lebih menguntungkan pihak

dokter karena dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum.

Selain itu dalam hal kedokteran, penguasaan ilmu saja tidak cukup. Mungkin

saja terjadi seorang dokter dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup
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tinggi dalam bidangnya, dan telah menggunakan ilmunya untuk menolong

pasien dan tanpa dipengaruhi pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi.

Namun dalam pelaksanaan yang sebenarnya, terkadang terdapat rasa

ketidakpuasan pasien terhadap tindakan medis yang telah dilakukan oleh

dokter, sehingga mengakibatkan pasien menuntut dokter yang bersangkutan ke

dalam ranah hukum (pengadilan). maka dengan adanya informed consent, hal

itu dapat melindungi dokter dari tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

apabila terjadi wanprestasi terhadap dokter spesialis urologi Rumah Sakit

Islam Sultan Agung merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit.

Berkaitan dengan malpraktek hukum perdata, penulis memberikan

contoh seorang dokter yang akan melakukan suatu tindakan operasi, namun

ada salah satu resiko dari tindakan tersebut yang tidak diberitahukan kepada

pihak pasien, yang dimana seharusnya segala sesuatu yang berkaitan dengan

informasi medis harus disampaikan secara benar adanya, yang temasuk di

dalamnya menyangkut konsekuensi setelah dilakukan tindakan medis harus

dijelaskan secara jelas kepada pasien. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, maka

perbuatan tersebut diatas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Pasal

22 Ayat (1) yaitu tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi

dan tindakan yang akan dilakukan, dan harus dikenakan denda pidana paling

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang di

bagian Poli Urologi, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara dokter dengan pasien

di bagian poli urologi termasuk perjanjian yang sudah memenuhi syarat sahnya

perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Informasi yang

diberikan serta tahap tahap untuk melakukan persetujuan tindakan medis

tersebut sudah lengkap sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang-

Undang. Berdasarkan penjelasan diatas, apabila setelah melakukan tahap

pemeriksaan dan kemudian pasien menyetujui tindakan dokter selanjutnya

maka pasien diharuskan mengisi formulir informed consent dari pihak poli

urologi dengan pernyataan nama terang kemudian tanda tangan apabila setuju.

Dan apabila pasien tersebut menolak akan tindakan medis selanjutnya, maka

pasien tetap harus mengisi formulir yang dimana formulir tersebut adalah

formulir penolakan. Kemudian di dalam penandatanganan persetujuan

tindakan medis tersebut dilakukan oleh pihak pasien dan pihak dokter dengan

disaksikan minimal dua orang saksi masing-masing baik dari pihak keluarga

maupun pihak dokter spesialis urologi.

2. Tanggungjawab pihak Rumasakit Islam Sultan Agung khususnya dibagian

Poli Urologi apabila terdapat pasien yang mengadukan masalah atas dasar
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wanprestasi yang dilakukan oleh dokter kepada pasien maka pihak rumah sakit

melakukan prosedur rapat komite dewan medis atas aduan tersebut seperti

yang penulis sebutkan diatas. Namun selama ini pihak dokter spesialis maupun

perawat dari Poli Urologi belum pernah melakukan wanprestasi terhadap

pasien yang dimana hal tersebut dibilang kelalaian seorang dokter. Sampai saat

penulis melakukan wawancara kepada pihak Poli Urologi belum pernah ada

khasus sampai ke ranah hukum.

B. Saran

Berdasarkanl uraianl kesimpulanl diatasl makal penulisl dapatl menyampaikanl

beberapalsaranlsebagailberikut :

1. Pada tahap prosedur pemeriksaan pasien yang mengeluhkan sakitnya kepada

dokter spesialis urologi, hendaknya kedua belah pihak sama-sama memberikan

informasi yang jelas antara satu sama lain agar nantinya mempermudah proses

perjanjian persetujuan tindakan medis apabila akan diadakan tindakan medis

selanjutnya.

2. Perihal tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan sejauh ini belum ada

dikarenakan dalam jangka waktu sampai wawancara dilakukan, Poli Urologi

bersih akan kasus-kasus wanprestasi yang diadukan oleh dokter. Apabila

memungkinkan disuatu hari nanti terdapat kasus wanprestasi, sedikit saran

penulis agar pihak rumah sakit dengan dokter lebih terbuka dalam segala hal

tindakan medis agar dapat dijadikan koreksi terhadap dokter dalam

menjalankan profesinya dan setiap dokter yang melakukan tindakan medis
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atau tindakan kedokteran diharapkan untuk mengutamakan kepentingan pasien

dan rasa kemanusiaan karena tindakan medis berhubungan dengan penyakit

seseorang terutama nyawa seseorang. Hal ini dikarenakan resiko yang dihadapi

cukup tinggi.
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